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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR: 10 TAHUN 2005

. TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang :a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang

.

penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan |

pembangunan daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun
. 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

Pajak. Penerangan Jalan periu dibentuk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf g, pérlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak

L Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 . .

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesna Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan'

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara" Republik Indonesia Nomor 4048) :
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. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan -

atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3987);

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 3848);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perdndang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389 );

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Undang~undahg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Nega'ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 fentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagéi
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;

12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997/

tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak
Daerah ;



13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
dan L

BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN'
y JALAN. '

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;

b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan ,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan selanjutnya disebut Bupati;

Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
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Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milkk negara atau daerah
dengan nama atau bentuk apapun perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan, atau organisasi yang Séjen"r_s; “lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya;




,sahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah P.T. Perusahaan

Jlrik Negara (Persero);
p Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah
4 atas Penggunaan Listrik; -

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat

yang oleh Waijib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan
kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Daerah;

k. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang dttunjuk oleh
Bupati;

l. Surat Ketetapan PajakDaerah, yang disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan bééarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang ferutang,
jumiah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayafan pokok Pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumiah yang masih harus dibayar;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak =~

yang telah ditetapkan;

0. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang d|5|ngkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan-pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang tertuang atau tidak -
seharusnya tertuang; :

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau pajak tidak terufang dan tidak ada kredit pajak;

q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat ST PD, adalah surat untuk melakukan
tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau Denda.




BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas setiap penggunaan
tenaga listrik.

(2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.

(3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenaga fistrik yang
berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah; _

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,
konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas
timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;

c. Penyelenggaraan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas .
tertentu yang tidak memerlukan ijin dari Instansi Terkait;

d. Pengg‘u.naan Tenaga listrik fainnya yang khususnya digunakan untuk tempat

| ibadah.

Pasal 4
(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik
atau pengguna tenaga listrik.




